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PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

NOMOR 09 TAHUN 2020
TENTANG

FASILITASI KEGIATAN METROLOGI LEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk mendukung pelaksanaan kewenangan
Metrologi Legal di daerah Kabupaten/Kota yang meliputi
pelayanan tera dan/atau tera ulang dan pengawasan
metrologi legal, perlu dilakukan fasilitasi kegiatan
metrologi legal;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perdagangan tentang Fasilitasi Kegiatan

Metrologi Legal;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi
Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3193);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang
Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera
Ulang serta Syarat-syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar,
Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);

5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

7. Peraturan  Menteri Perdagangan  Nomor  69/M-
DAG/PER/10/2014 tentang Sumber Daya Manusia
Kemetrologian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1564);

8. Peraturan  Menteri Perdagangan  Nomor 08/M-
DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

9. Peraturan Menteri  Perdagangan  Nomor 60/M-
DAG/PER/8/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Bidang Kemetrologian dan Bidang
Standardisasi dan Pengendalian Mutu di Lingkungan
Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1217);
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Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  26/M-
DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
674);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018
tentang  Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan
Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
811);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018
tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar,
Timbang dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018
tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1650);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125 Tahun 2018
tentang Tanda Tera (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1886);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2019
tentang Standar Ukuran Metrologi Legal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 809);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG FASILITASI
KEGIATAN METROLOGI LEGAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya
yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh
pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan

pelayanan kemetrologian.
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10.

11.

12.

Pengawas Kemetrologian adalah Pegawai Negeri Sipil yang
diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara
penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan
pengawasan metrologi legal.

Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk
memastikan UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran sesuai
peraturan perundang-undangan.

Unit Metrologi Legal yang selanjutnya disingkat UML
adalah satuan kerja pada Dinas Provinsi DKI Jakarta
atau Dinas Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan
kegiatan tera dan tera ulang UTTP dan pengawasan di
bidang Metrologi Legal.

Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera dan/atau
Tera Ulang yang selanjutnya disingkat SKKPTTU adalah
dokumen yang menerangkan kemampuan pelayanan tera
dan tera ulang UTTP sesuai ruang lingkup.

Balai Standardisasi Metrologi Legal yang selanjutnya
disingkat BSML adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang
kemetrologian yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Direktur Metrologi, Direktorat Jenderal
Perlindungan Kosumen dan Tertib Niaga, Kementerian
Perdagangan.

Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Perdagangan.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perlindungan
Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan.
Direktorat adalah Direktorat Metrologi, Direktorat
Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga,
Kementerian Perdagangan.

Direktur adalah Direktur Metrologi, Direktorat Jenderal
Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian
Perdagangan.

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,
adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI
Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

Provinsi DKI Jakarta.
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Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah kepala
daerah sebagai wunsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
otonom.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pada Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta atau Pemerintah Daerah
Kabupaten/ Kota yang tugas dan tanggung jawabnya di
bidang perdagangan.

Pasal 2
Menteri berwenang untuk memberikan fasilitasi
kegiatan metrologi legal.
Menteri mendelegasikan kewenangan untuk
memberikan fasilitasi kegiatan metrologi legal kepada

Direktur Jenderal.

Pasal 3

Kegiatan metrologi legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1 meliputi:

a.

b.

(1)

(2)

(3)

tera dan/atau tera ulang; dan

Pengawasan.

Pasal 4
Pelaksanaan fasilitasi kegiatan metrologi legal diberikan
kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Pelaksanaan  fasilitasi  kegiatan  metrologi legal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
a. pelaksanaan tera dan/atau tera ulang;
b. pendampingan tera dan/atau tera ulang; dan
c. dukungan sumber daya manusia metrologi legal.
Fasilitasi kegiatan metrologi legal berupa pelaksanaan
tera dan/atau tera ulang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a dapat diberikan dalam hal:
a. pemerintah daerah belum membentuk UML;

dan/atau



